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 Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan 
pidana mati dalam aturan pidananya. Padahal, hingga Juni 2008, lebih dari 
setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek pidana mati baik 
secara de jure atau de facto. Di tengah kecenderungan global akan moratorium 
pidana mati, praktek ini justru makin lazim di terapkan di Indonesia. Paling 
tidak selama empat tahun berturut-turut telah dilaksanakan eksekusi mati 
terhadap 9 orang narapidana. Pro-kontra penerapan pidana mati ini semakin 
menguat, karena tampak tak sejalan dengan komitmen Indonesia untuk tunduk 
kepada kesepakatan internasional yang tertuang dalam Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya. Permasalahan yang muncul adalah mengapa ada 
pihak yang menjadi pro atau kontra terhadap pidana mati. Adapun tujuan dari 
penelitian ini antara lain: memberikan penjelasan yang bersifat teoritis 
mengenai pro dan kontra peranan sanksi yang dalam hal ini adalah pidana mati, 
sehingga dapat memberikan pandangan dan informasi yang akurat dalam 
bidang pemberantasan, pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap 
narkoba dalam mewujudkan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan sosio-
yuridis, dimana peneliti mengadakan penelaahan dokumen dan wawancara 
mendalam yang dilakukan terhadap informan (keterangan ahli pemerintah, ahli 
hukum, tokoh masyarakat, dan terpidana mati) untuk mengetahui tanggapan-
tanggapan mereka terhadap implementasi hukuman mati terhadap terpidana 
kasus narkoba dan apa kendala yang dihadapi sehubungan dengan wacana 
adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini mengambil lokasi di 
Jakarta pada bulan November 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
munculnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan eksekusi mati dalam 
masyarakat luas, dikarenakan adanya isu pelanggaran hak asasi manusia, 
mmuunnccuullnnyyaa  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  bbeerrnnuuaannssaa  HHAAMM,,  aannttaarraa  llaaiinn  UUUU  NNoo..3399  ttaahhuunn  11999999  
tteennttaanngg  HHAAMM  yyaanngg  sseemmaakkiinn  mmeenneeggaasskkaann  kkeesseennjjaannggaann  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddeennggaann  
pprroodduukk--pprroodduukk  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  mmeennggaattuurr  hhuukkuummaann  mmaattii  
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ddaann  pidana mati untuk kasus narkoba masih dapat dipertahankan khusus untuk 
para produsen dan pengedar narkoba.  

 Untuk meminimalisir perdebatan pro & kontra dalam masyarakat, saran 
yang diajukan adalah baik tim perumus RUU KUHP maupun tim perumus 
Undang-Undang bernuansa HAM, perlu duduk bersama untuk memutuskan 
dari 3 pilihan, yaitu: (i) Indonesia tetap memasukkan pidana mati dalam KUHP 
dan non-KUHP dan konsisten dalam pelaksanaannya; (ii) Indonesia 
melaksanakan moratorium (de facto tidak menerapkan) praktek hukuman mati; 
atau (iii) Indonesia melakukan abolisi (penghapusan) hukuman mati dalam 
semua produk hukumnya baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, perlu 
adanya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia 
oleh para pembuat hukum dan pengambil kebijakan di negeri ini dan untuk para 
tim perumus RUU Narkotika dan Psikotropika (dimana Badan Narkotika 
Nasional adalah salah satu anggotanya), perlu mengkaji prosedur pelaksanaan 
pidana mati agar tidak terlalu lama jeda yang terjadi antara jatuhnya vonis 
dengan eksekusi.  
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 Indonesia is one of the countries that still applies the death penalty. 
Whereas, until June 2008, more than half of the nations in the world have 
revoked capital punishment de jure as well as de facto. Amidst the global 
tendency of a moratorium, this practice is precisely becoming customary in 
Indonesia. At least in four subsequent years 9 convicted prisoners have been 
executed. The pro’s and con’s are increasingly becoming stronger, since it 
seems not in line with Indonesia’s commitment to follow the international 
agreement in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
and the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights 
(ICESCR). The problems that arise are the reasons why there are some parties 
become pro or contra of the death penalty. This study is aimed to provide 
theoretical clarification on the pro’s and con’s of sanctions, in particular capital 
punishment, for accurate views and information in the field of prevention and 
eradication on drug abuse and illicit drug trafficking toward ASEAN Drug Free 
on 2015. 

 This reasearch applies the qualitative method with socio-yuridis 
approach, through document research and in depth interviews on informants 
from government and legal experts, community leader as well the convicts in 
order to understand their perceptions on the implementation of the death 
penalty on convicts of drug cases, and the constraints encountered viewed from 
the Human Rights perspective. The research is took place in Jakarta area on 
November 2008. The outcomes of this research conclude that: the existence of 
the pro’s and con’s to the death penalty in Indonesia is caused of the human 
rights issue, the existence of  Human Rights Legislation, that is Law Number 39 
of 1999 is clearly define the gap with the legislation that consist of the death 
penalty and the persistence to keep the death penalty in Narcotics and 
Psychotropics Laws in particular aimed to the producers and the traffickers. 
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 To minimize the controversy of  the death penalty, this reasearch suggests 
that the formulator team of Criminal Law Legislation Draft and the formulator 
team of Human Rights Legislation Draft have to discuss and choose one of the 
three options, that is: (i) Indonesia still put the death penalty on its Criminal 
Law Legislation and  Civil Law Legislation and being consistent on its 
execution; (ii) Indonesia implement moratorium (de facto not apply) on the 
death penalty; or (iii) Indonesia implement abolition (eliminate) on the death 
penalty in all Laws and regulations both in Criminal Law and Civil Law, need 
to be reviewed the death penalty execution in Indonesia by the law maker, the 
policy maker and the formulator team of Narcotics and Psychotropics 
Legislation Draft (where Badan Narkotika Nasional is one of its members) in 
this country.  
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